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PALU, MERCUSUAR- '
Fraksi Partai NasDem DPRD -
Sulteng mengkritik besarnya
. biaya pengamanan Pilkada
Sulteng. Menurut politisi
NasDem, Edmond Leonar-
do Siahaan, anggaran pen-
gamanan terlaly besar.

Biaya penigamanan yang
melibatkan Polri dan TNI
dan dianggarkan Rp21,4
miliar dengan rincian untuk
Polda Sulteng Rpg,2 miliar
dan Korem 132/Tadulako
Rps5,6 miliar.

“Kami mengkritik terlalu
besarnya dana pengamanan pilkada gubernur, dengan rincian
Polda Sulteng sebesar sembilan miliar dua ratusjuta rupiah dan
Korem lima miliar enam ratus juta rupiah, sehingga total dua
puluh satu miliarempat ratus juta rupiah,”Kata Edmond dalam
rapat pembahasan perubahan APBD 2015, belum lama ini.

Anggaran ini jauh lebih besar dari pemberitahuan awal yang
disampaikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BP-
KAD) Sulteng pada Juini 2015. Dalam surat Nomor 900/4853/
BPKAD, perihal penjelasan pos anggaran dana pemilihan k‘e—
paladaerah provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015, tertanggal 32
juni 2015 disebutkan, untuk pengamanan sebesar Rp3 miliar.
belum dicairkan disebabkan masih menunggu hasil koordinasi
dari ketiga institusi pengamanan Pilkada yakni TNT, Polri, dan
Polisi Pamong Praja.

Merujuk pada surat Mendagri Nomor 900/1 196/SJ tertang-
gal 9 Maret 2015, pada point 2, khusus kegiatan pemilihan
gubernur dan walkil gubernur serta bupati/walikota dan walkil
bupati/wakil walikota; vang diselenggarakan bersamaan da-
Jam daerah vang sama, dilakukan pendanaan bersama antara
pemerintah provi i dan pemerintah kabupaten /kota, dengan
mempedomani Pasal 8, Pasal 8a dan Pasal 8b Permendagri
Nomor 44 tahun 2007, sebagaimana diubah dengan peraturan
menteri dalam negeri tahun 57 tahun 2009. “Kami tegaskan,
sampai dengan pimpinan lewan mengirim surat ke gubernur,
kami tidak pernah mendapat pemberitahuan tentang rencana
maupun-uralan pendanaan bersama tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya DPRD Sulteng meminta Pemprov memper-
jelas alokasi anggaran Pilgub, Desember 2015. Permintaan
itu disampaikan Fraksi Partai Golkar, dalam rapat paripurna
(28/9/2015).

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Abdullah Batalipu, meny-
ampaikan agar Pemprov memperjelas pos anggaran apa saja
yang digeser dari APBD 2015 untuk mencukupkan anggaran
Pilkada schesar Rp136.0 miliar. “Pos apa saja yang digeser
untuk dana Pilkada. Ini harus diperjelas dan dibahas bersama
dengan DPRD,” kata Abdullah.

Pembahasan bersama DPRD dimaksudkan agar pergeseran
posanggaran 2015 tidak mengena pada program yang bertalian
langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. .

Dalam rencana perubahan APBD 2015, beberapa posangga-
ran yang mengalami penurunan diantaranya anggaran pendi-
dikan dari Rp129 miliar menjadi Rp126 miliar, anggaran Dinas
Sosial dari Rp19,8 miliar turun jadi Rp19,4 miliar dan anggaran
Dinas Tenaga Kerja-dari Rp26,9 miliar menjadi Rp25 miliar.

«Ada kenaikkan anggaran Pilkada dari rencana awal seratus
tigabelas miliar menjadi seratus tigapuluh enam miliar. Selain
memperjelas pos anggaran yang digeser, juga perlu detail
perhitungannya,” tekan Abdullah. mu

Edmond Leonardo Siahaan





